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TINDAK LANJUT PENGAWASAN REGULER  PTA KALIMANTAN TIMUR 
 PEMBINAAN  DAN PENGAWASAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA 

TANGGAL 9  S.D. 11 APRIL  TAHUN 2019 
 

NO OBYEK PEMERIKSAAN TEMUAN PENYELESAIAN DAN SOLUSI KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik 

1.  

Hasil Laporan Hakim Pengawas Bidang 
Pengadilan Agama Samarinda Klas 1A bulan 
Januari s.d Maret sudah baik, yang walaupun 
ada pegawai yang masih kurang bertanggung 
jawab dengan tugasnya, dan belum diserahkan 
kepada bidang masing-masing. 

sudah dibuat semua laporan 
hawasbid 

Dokumen  terlampir 

2.  

Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid belum 
dijilid dengan rapi, begitu juga nanti dengan 
hasil tindak lanjutnya dijilid dengan rapi. 

Sudah dijilid dan 
ditindaklanjuti Foto terlampir 

3.  
Keadaan ruang kantor masih ditemukan 
ruangan kantor yang belum dimanfaatkan, 
(aula di atas dan ruang siding III) 

Ruang sidang III sudah di 
fungsikan sebagai ruang 
sidang, untuk aula atas belum 
ada meubelairnya karna tahun 
2019 belanja modalnnya hanya 
pengadaan Laptop 3 unit 

Foto terlampir 

4.  

Area pelayanan publik sudah ada, temuan 
Hakim Pengawas Bidang dan temuan Wasbid 
dari PTA PTSP, APM, SIPP dan Kesekretariatan 
ditindaklanjuti dan dipedomani. 

 

Temuan hawas bid sudah 
ditindaklanjut 

Dokumen Terlampir 
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5.  

Sudah terdapat SK Petugas Meja Pengaduan, 
namun selama berjalannya Pembinaan dan 
Pengawasan (3 hari) petugas yang 
bersangkutan tidak berada di tempat yang 
telah disiapkan. 

Sudah dibuatkan kontrak 
Kinerja kepada petugas meja 
pengaduan untuk menjalankan 
tugas yang diberikan dan 
bersedia menanggung sanksi 
apa bila tidak patuh. 

 

Dokumen terlampir 

II. Administrasi Persidangan 

1. 
Nomor Perkara 
1554/Pdt.G/2018/PA.Smd 

a. Relaas panggilarytn untuk termohon (Sri 
Mulyati binti Supiani) tidak tertulis hari dan 
tanggal. 

Telah ditindaklanjuti oleh JSP 
(Siti Munirah) dan telah diisi 
tanggal pemanggilan pada hari 
rabu, tanggal 19 September 
2018, untuk sidang pada hari 
rabu tanggal 3 Oktober 2018 

Dokumen terlampir 

  

b. Laporan Mediasi oleh Mediator (Eka Desi 
Kartika., S.H., M.H., MED.) Tertanggal 4 
Oktober 2018, akan tetapi pada BAS tanggal 17 
Oktober 2018 “Ketua Majelis membacakan 
laporan hasil mediasi yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Mediator (Eka Desi 
Kartika., S.H., M.H., MED.) tanggal 31 Mei 
2018”. 

Telah ditindaklanjuti dan 
diperbaiki dengan tanggal 4 
Oktober 2018 sesuai dengan 
LHM mediator Eka Dewi 
Kartika, S.H., M.H., Med. 

Dokumen terlampir 

2. 
Nomor Perkara 
1812/Pdt.G/2018/PA.Smd 

a. Berita Acara Sidang tanggal 19 November 
2018 halaman 5 tertulis kuasa Pemohon, 
kenyataannya Pemohon tidak memberikan 
kuasa. 

Telah ditindadaklanjut dan 
diperbaiki semula pemohon 
tertulis memberikan surat 
kuasa hukum pada 
kenyataannya pemohon tidak 
memberikan kepada kuasa 
hukum 

Dokumen terlampir 

  
b. Berita Acara Sidang tanggal 26 November 
2018 pada halaman 9 alat bukti Tertulis oleh 
Ketua Majelis tidak diberi tanda bahwa alat 

Telah ditindaklanjuti bahwa 
kutipan akte nikah ini telah 
dicocokan dan disesuaikan 

Dokumen terlampir 
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bukti ini sesuai dengan aslinya, tidak diberi 
kode T atau P kemudian di paraf oleh Ketua 
Majelis. Akan tetapi pada halaman 10 tertulis 
“surat bukti tersebut dicocokkan dengan 
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya 
serta bermeterai cukup. 

asilnya kemudian diparaf dan 
diberi kode P. 

  

c. Amar Putusan Dalam Berita Acara Sidang 
tanggal 26 November 2018 tertulis: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkifli bin 
Abdul Misi) untuk menjatuhkan talak raj’I 
terhadap Termohon (Ellen Bachri S.pi bin 
Syaiful Bachri) didepan siding Pengadilan 
Agama Samarinda. 

3. Membebankan biaya perkara kepada 
Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus 
enam belas ribu rupiah) 

Dalam salinan Putusan halaman 12 amar 
putusan tersebut tertulis sebagai berikut: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil 
secara resmi dan patut untuk datang 
menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara 
verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkifli bin 
Abdul Misi) untuk menjatuhkan talak satu raj’I 

Telah ditindaklanjuti dan 
disesuaikan dengan yang ada 
pada BAS. 

Dokumen terlampir 
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terhadap Termohon (Ellen Bachri S.pi binti 
Syaiful Bachri) didepan siding Pengadilan 
Agama Samarinda. 

4. Membebankan biaya perkara kepada 
Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus 
enam belas ribu rupiah) 

Dalam RelaasPemberitahuan amar Putusan 
seperti tertulis dalam BAS. 

Dalam penetapan Hari Sidang untuk ikrar 
Talak tanggal 14 Desember 2018 Amar 
Putusan tertulis seperti dalam BAS. 

3. 
Nomor Perkara 
1880/Pdt.G/2018/PA.Smd 

a. Surat Kuasa Pemohon kepada Advokat (DR. 
H Abdul Rokhim, S.H., M.Hum. dan 
Firdaus,S.HI.) tanggal 31 Oktober 2018 telah 
bermeterai, akan tetapi “pada meterai tidak 
dicantumkan tanggal bulan dan tahun” 

Telah ditindaklanjuti dan 
dicantumkan tanggal, bulan 
dan tahun sesuai dengan 
tanggal surat kuasa 

Dokumen terlampir 

  

b. Tanggal 26 November 2018 Ketua Majelis 
memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, 
Kuasa Pemohon telah melampirkan Berita 
Acara Sumpah tanggal 28 Februari tahun 2000 
dan Kartu tanda pengenal Advokat yang 
berlaku s.d tanggal 31 Desember 2018 
sedangkan Firdaus, S.H. juga melampirkan 
Berita Acara Sumpah tanggal 17 November 
2015 dan Kartu Tanda Advokat yang berlaku 
s.d tanggal 22 Juni 2019 padahal Termohon 
baru berkuasa kepada Yayes Harianto, S.H. 
tanggal 28 November 2018 ada berita acara 

Masa berlaku surat kuasa 
hukum tidak mempengaruhi 
kuasa hukum beracara karna 
kartu advokad kuasa hukum 
tidak berdiri sendiri melainkan 
menjadi satu kesatuan.  
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sumpah tanggal 17 November 2015 dan Kartu 
Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d 
tanggal 20 Juni 2020. 

  

c. Belum ditemukan Pemberitahuan Amar 
Putusan padahal pada BAS tanggal 11 Maret 
2019 halaman 77 Ketua Majelis 
memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama 
Samarinda untuk memberitahukan amar 
putusan kepada Termohon. Setelah ditelusuri 
PBT sudah keluar, sudah diterima PP, ada 
tanda bukti terima PBT. Biaya PBT dikeluarkan 
kasir 

Telah ditindaklanjuti oleh JSP 
Susiyanti, S.H. dan telah 
disampaikan PBT kepada 
Kuasa Hukum termohon Yayes 
Harianto, S.H. Dokumen terlampir 

4. 
Nomor Perkara 
1895/Pdt.G/2018/PA.Smd 

a. BAS tanggal 27 November 2018 halaman 2, 
tertulis tanggal Relaas Panggilan untuk 
Tergugat tanggal 12 November 2018, padahal 
tercantum pada Relaas Panggilan untuk 
Tergugat tanggal 14 November 2018. 

Telah ditindaklanjuti dan 
disesuaikan dengan relas 
panggilan dari JSP yang 
sebenarnya adalah 14 
Nopember 2018 

 

  

b. Dalam berkas ditemukan salah seorang 
Hakim Anggota berhalangan hadir akan tetapi 
tidak ditemukan PMH baru. 

Telah ditindaklanjuti dengan 
dibuatkan PMH baru sesuai 
dengan keadaan persidangan 
saat itu. 

Dokumen terlampir 

5 
Nomor Perkara 
0048/Pdt.G/2019/PA.Smd 

Dalam BAS tanggal 13 Februari 2018 pada 
halaman 17 dan 18 saat pembacaan putusan 
tidak ditemukan siding terbuka untuk umum. 
Sedangkan pada halaman 7 menyatakan siding 
perkara ini tertutup untuk umum. 

Telah ditindaklanjuti pada saat 
pembacaan putusan ketua 
majelis menyatakan sidang 
terbukakembali untuk umum. 
 
 
 
 

Dokumen terlampir 
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III. Administrasi Perkara 

1. Ruang PTSP 
Belum terdapat informasi mengenai jam 
operasional pelayanan PTSP 

Sudah dibuatkan 
Dokumen terlampir 

  
Belum tersedia Standar Pelayanan PTSP di 
area pelayanan 

Sudah dibuatkan standar 
pelayanan  

Dokumen terlampir 

  
Arsip perkara kondisi arsip perkara telah 
ditata dalam lemari 

 
 

  
Belum ada program kerja dan perencanaan 
penggunaan biaya proses 

 
 

  
Kondisi barang persediaan   

2. 
LIPA1 Perkara nomor : 
1225/Pdt.G/2018/PA Smd 

Diputus lebih dari 5 bulan   

3 

LIPA 1 Perkara nomor: 
-1883/Pdt.G/2018/PA Smd 
-1815/Pdt.G/2018/PA Smd 
-1754/Pdt.G/2018/PA Smd 
-1680/Pdt.G/2018/PA Smd 
-1483/Pdt.G/2018/PA Smd 
-1334/Pdt.G/2018/PA Smd 

Belum diputus lebih dari 5 bulan  

 

4 
Perkara nomor 
2083/Pdr.G/2018/PA Smd 

PBT tanggal 14 Januari 2019 baru diserahkan 
oleh JSP ke Meja III tanggal 9 April 2019 

 
 

5. SIPP 

Kinerja SIPP masih belum maksimal Sudah dimaksimalkan one day 
one minute, serta one day one 
publish. Dan memaksimalkan 
anonim serta upload putusan 

 

6. Register HHK 
Pencatatan HHK dalam register tidak tertib   
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baru dicatat tanggal 9 April 2018 

7. Register HKKL 
Pencatatan HHKL dalam register tidak tertib 
baru dicatat sampai tanggal 4 Januari 2017 

 
 

IV .Administrasi Umum 
a. Umum dan Keuangan 

 
Pemeriksaan mendadak 
terhadap Bendahara 

KPA/PPK belum melakukan pemeriksaan 
mendadak baik terhadap pembukuan maupun 
fisik kas yang ada pada Bendahara 
Pengeluaran. 

Sudah dibuatkan pemeriksaan 
mendadak terhadap 
pembukuan dan fisik kas yang 
ada pada bendahara 

Dokumen terlampir 

 
Ketersediaan tempat 
penyimpanan yang aman 
untuk dokumen penting 

Tempat penyimpanan dokumen Sertifikat, 
BPKB dan STNK masih dilemari Kasubbag 
Umum dan Keuangan. 

Sudah dititipkan di bendahara 
dan dibuat BA Penitipan Dokumen terlampir 

 Perpustakaan 
Perpustakaan Pengadilan Agama Samarinda 
belum membuat Tata Terib Perpustakaan. 

Sudah dibuat tata terib 
perpustakaan 

Dokumen  terlampir 

b. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

 Surat Izin Keluar 

Pada bagian kepegawaian tidak terdapat arsip 
Surat Ijin Keluar Hakim,Pejabat Struktural dan 
Fungsional, dan staff. 

Sudah diarsipkan dokumen 
izin keluar seluruh pegawai di 
kepegwaian. 

Dokumen terlampir 

 
Data Statistik Hakim dan 
Pegawai 

Data Statistik Hakim dan Pegawai belum 
dibuat untuk tahun 2019 

Sudah dibuat data Statistik 
Pegawai tahun 2019 

Dokumen terlampir 

 
Buku Kendali/ Buku Bantu 
Sakit 

Buku kendali/ Buku Bantu Sakit belum terisi 
lengkap 

Sudah dibuat buku 
kendali/buku bantu sakit dan 
sudah di isi 
 
 
 

Dokumen terlampir 
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V. Program Prioritas Badilag 
A. PTSP 

1. 
Penempatan dan desain 
PTSP 

   

 1.1 LokasiPTSP 

Lokasi PTSP sudah tersedia namun 
penataannya masih belum sepenuhnya sesuai 
dengan pedoman PTSP 

Penataan menyesuaikan 
dengan kondisi bangunan 
kantor dan meubelairnya  

Dokumen terlampir (Foto 
pelayanan PTSP) 

 1.2 Desain PTSP 
Desain sesuai dengan jenis layanan -  

 1.3 Tulisan PTSP 
Ada tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pengadilan Agama Samarinda di backdrop 

- 
 

2. Fasilitas PTSP 
   

 2.1 Meja Panjang 

Meja panjang tidak sesuai dengan jumlah 
petugas 

Meja menyesuaikan estetika 
bangunan kantor untuk 
sempurna seperti juknis belum 
ada belanja modal tahun 2019. 

 

 2.2 Kursi 
Terdapat kursi untuk seluruh petugas dan 
pengguna layanan. 

- 
 

 2.3 Kompute/ Laptop 
Terdapat komputer/ laptop sesuai dengan 
jumlah petugas 

- 
 

 2.4 Printer 
Terdapat printer dan difungsikan -  

 2.5 Telepon 
Hanya tersedia telepon eksternal -  

 2.6 Alat Tulis 
Tersedia alat tulis dan digunakan -  

 2.7 Buku Register/ Jurnal 
Tersedia buku register/ jurnal namun tidak 
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digunakan 

 2.8 Brosur 
Tersedia brosur yang dicetak berwarna 
menggunakan kertas bagus dan dibagikan 

- 
 

 
2.9 Papan nama petugas 
PTSP 

Terdapat papan nama petugas PTSP yang 
disertai foto 

- 
 

 2.10 Papan Waktu Istirahat 
Tidak tersedia papan waktu istirahat Sudah dibuat papan waktu 

istirahat 
Dokumen terlampir 

3. Sarana Penunjang PTSP 
   

 3.1 Mesin antrian 
Tersedia mesin antrian layanan PTSP namun 
tidak difungsikan 

Tersedia dan difungsikan  
Dokumen terlampir (foto) 

 3.2 TV Media Center 
Tersedia TV media center dan difungsikan -  

 3.3 CCTV 
Terdapat CCTV dan difungsikan -  

4. Layanan Inti PTSP 
   

 4.1 Layanan Informasi 
Terdapat layanan informasi yang menjadi satu 
kesatuan PTSP 

- 
 

 
4.2 Layanan Pendaftaran 
Perkara  

Terdapat layanan pendaftaran perkara yang 
menjadi satu kesatuan PTSP 

- 
 

 
4.3 Layanan Pembayaran 
Biaya 

Terdapat layanan pembayaran biaya yang 
menjadi satu kesatuan PTSP 

- 
 

 
4.4 Layanan Pengambilan 
Produk Pengambilan 

Terdapat layanan pengambilan produk 
pengadilan yang menjadi satu kesatuan PTSP  

- 
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 4.5 Layanan Pengaduan 

Terdapat layanan pengaduan yang menjadi 
satu kesatuan PTSP namun petugas tidak 
tertib dalam menjalankan tugas 

Sudah di fungsikan dan sudah 
dibuat kontrak kinerja 
terhadap petugas dan bersdia 
menerima sanksi apabila 
melanggar 

Dokumen terlampir 

5. Layanan Pendukung PTSP 
   

 5.1 Layanan Bank 
Tidak terdapat layanan Bank -  

 5.2 Layanan Posbakum 
Terdapat layanan Posbakum yang menjadi 
satu kesatuan PTSP 

- 
 

 5.3 Layanan PT POS 
Tidak terdapat layanan PT POS Belum akan dikoordinasikan 

dengan PT. POS Samarinda 
 

6. Prosedur Layanan PTSP 
   

 6.1 Waktu Operasional PTSP

PTSP beroperasi sesuai dengan jam 
operasional PA, namun tidak terdapat 
informasi kepada masyrakat 

Sudah dibuat jam operasional 
PA Samarinda Dokumen terlampir (foto) 

 
6.2 Prosedur Pemberian 
Layanan PTSP 

Seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai 
dengan prosedur baku 

- 
 

7. Peforma Petugas PTSP 
   

 7.1 Kecakapan Petugas PTSP
Seluruh petugas PTSP memberikan layanan 
dengan cepat dan tepat 

- 
 

 
7.2 Keramahan Petugas 
PTSP 

Seluruh petugas PTSP memberikan layanan 
dengan ramah 

- 
 

 
7.3 Kerapian Pakaian 
Petugas PTSP 

Seluruh petugas PTSP memberikan layanan 
dengan pakaian dinas 

- 
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b. Pembangunan Zona Integritas 
AREA 1 
MANAJEMEN PERUBAHAN 
1. Tim Kerja a. Mekanisme Penentuan Tim telah dibuat 

dengan narasi 

b. Terdapat SK ketua PA Samarinda tentang 
Pembentukan Tim Pembangunan ZI PA 
Samarinda namun tanpa dilampiri uraian 
tugas 

c. Terdapat Notulen Rapat yang dilampiri 
dengan daftar hadir dan foto kegiatan,namun 
tidak menjelaskan proses Pembentukan Tim 
Pembangunan ZI 

 

 

2. Dokumen Rencana 
Pembangunan ZI 

a. Terdapat Dokumen jadwal dan kertas kerja 
kegiatan tim kerja ZI PA Samarinda yang 
memuat program, indikator, target, kegiatan, 
dan waktu pelaksanaan. 

b. Terdapat rencana kerja pembangunan ZI PA 
Samarinda 

c. Terdapat foto banner ‘Kawasan ZI” dan 
banner “Berantas Pungli” dan “Berantas 
Korupsi” 

d.Belum terdapat notulen rapat. 

 

 

3. Pemantauan dan Evaluasi 
Pembangunan 
WBK/WBMM 

Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi 
serta tindak lanjut Rencana Kerja 
Pembangunan ZI tertanggal Februari 2019 
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4. Perubahan Pola Pikir dan 
Budaya Kerja 

a. Terdapat SK Ketua PA Samarinda tentang 
Role Model pimpinan dalam pengembangan 
perilaku dan budaya kerja di PA Samarinda 
dengan lampiran berupa penjelasan tentang 
Role Model dan contoh-contoh kegiatan 
pimpinan sebagai Role Model 

b. Terdapat SK Penunjukan Tim Role Model 
tahun 2018 dan SK Penetapan nama-nama 
pegawai yang memiliki kinerja tebaik tahun 
2018 

c. Terdapat Sk tentang Penetapan Agen 
Perubahan Pembangunan ZI dengan Kuisioner 
pemilihan agen perubahan oleh seluruh 
pegawai. 

 

 

AREA II 
PENATAAN TATA LAKSANA 
1. Standar Operasional 

Prosedur 
a.Terdapat SK tentang Pembentukan Tim 
Penyusun SOP 

b. Terdapat Bisnis Proses PA Samarinda 

c. Terapat Dokumen Monitoring dan Evaluasi 
SOP namun belum sepenuhnya mengakomodir 
tujuan dilaksanakannya evaluasi tersebut. 

 

 

2. e-Office a. Sistem pengukuran kinerja unit dan 
operasional manajemen SDM telah 
menggunakan teknologi informasi 

b. Pemberian pelayanan publik sudah 
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menggunakan teknologi informasi 

c. Terdapat tangkapan layar (Capture) 
sejumlah aplikasi berbasih teknologi informasi 
yang digunakan oleh satker 

d. Tidak terdapat laporan monev atas 
pelaksanaan kebijakan informasi public 

3. Keterbukaan Informasi 
Publik 

a. Terdapat SK tentang Keterbukaan dan 
Pelayanan Informasi Publik 

b. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi 
Keterbukaan Informasi Publik 

c. Terdapat SK tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

d. Terdapat tangkapan layar (Capure) website 
dengan menu standar Pelayanan Peradilan 

 

 

AREA III 
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 
1 Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 
kebutuhan organisasi 

a. Kebutuhan pegawai telah mengacu pada 
peta jabatan dan hasil Analisa Beban Kerja 

b. Terdapat Analisa Beban Kerja dan Analisa 
Jabatan 

c. Belum dilaksanakannya monev terhadap 
penempatan pegawai 

Telah dilaksanakan  
Monitoring terhadap 
penempatan Pegawai 

Dokumen terlampir 

2 Pengembangan Pegawai 
Berbasis Kompetensi 

Terdapat Capture aplikasi SIKEP namun belum 
dilaksanakan pemetaan persentase 
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kesenjangan kompetensi pegawai yang ada 
dengan standar kompetensi yang ditetapkan 
untuk masing-masing jabatan 

3 Penegakan Aturan Disiplin Aturan disiplin telah diimplementasikan 
sebagian 

 
 

4 Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Pelaksanaan pemutakhiran dan informasi 
kepegawaian belum dilaksanakan secara 
berkala 

Sudah dilakukan pemutahiran 
data secara berkala Dokumen terlampir 

AREA V 
PENGUATAN PENGAWASAN 
1 Pengendalian Gratifikasi Belum terdapat SK Unit Pengendalian 

Gratifikasi (UPG), hanya terdapat SK tentang 
Penunjukan Tim Pedoman Penanganan 
Gratifikasi, namun tidak dilapirkan uraian 
tugasnya. 

 

 

2 Penerapan SIPP Satker belum menerapkan Sistem Pengawasan 
Internal Pemerintah (SIPP) 

 
 

3 Pengaduan Masyarakat Eviden telah terpenuhi, namun pada 
implementasinya petugas yang bersangkutan 
tidak berada ditempat 
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AREA IV 
PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
1 Standar Pelayanan Belum terdapat system punishment/reward 

bagi pelaksana layanan 
 

 

2 Website Tidak terdapat jadwal persidangan pada menu 
utama website yang dapat dengan mudah 
diakses oleh masyarakat 

Jadwal persidangan sudah ada 
di menu utama website Dokumen terlampir 

  
Samarinda, Juni 2019 
Ketua Pengadilan Agama Samarinda 
 

 

Drs. H.  SYAHRUDDIN, S.H., M.H. 
NIP 195611081982031001 

 

  

 


